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لِِحْينَ  ْۗ  َواَْنِكُحوا اْْلَيَاٰمى ِمْنُكْم َوالص ٰ ُ ِمْن فَْضلِه 
ِمْن ِعبَاِدُكْم َواَِمۤاى ُِكْمْۗ اِْن يَُّكْونُْوا فُقََرۤاَء يُْغنِِهُم ّللا ٰ  
ُ َواِسٌع َعلِْيمٌ   َوّللا ٰ
 
 
Wa angkiḥul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā`ikum, iy yakụnụ fuqarā`a 
yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un 'alīm 
 
 
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang 
yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 
miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha 




































Feliyanti (1502016091), Penelitian ini berjudul Tinjauan Al-Maslahah Dalam 
Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 
Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak. 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
pasanga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 
menjelaskan bahwa batas usia  pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah 
mencapai usia 19 Tahun. Akan tetapi dispensasi  perkawinan melonjak setelah adanya 
PERMA No. 5 tahun 2019  tentang pedoman mengadilin permohonan dispensasi kawin .  
Penlitian ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan al-maslahah terhadap 
ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi 
kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Sumber data dalam penelitian ini 
penulis menggunakan data sekunder yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode 
pengumpulan datanya pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 
Hasil Penltian ini adalah Ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman 
mengadili permohonan dispensasi kawin khususnya dalam pasal 3 point c yang berbunyi 
meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak 
menurut penulis kurang sesuai dimasukan dalam salah satu tujuan diterbitkannya. 
Akibatnya, Pengadilan Agama ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para 
orang tua. Akan tetapi ketentuan ini berada pada tingkat hajiyyah saja, tidak sampai pada 
tingkatan dHoruriyyah. Sebab tanpa adanya PERMA tersebut, seseorang tetap bisa 
melangsungkan pernikahan dibawah batas usia kawin yang ditentukan undang-undang. 
Disisi lain PERMA tersebut juga sebagai upaya untuk menggisi kekosongan hukum acara 
permohonan dispensasi kawin, sehingga proses mengadili permohonan dispensasi kawin 
dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku 
Penelitian ini memberikan saran bahwa Pemerintah khususnya lembaga 
kehakiman diharapkan memperhatikan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang 
diterbitkan. Pemerintah khususnya lembaga kehakiman diharapkan memperhatikan 
tujuan dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Bagi orang tua hendaknya 
memperhatikan pergaulan anak-anaknya, jangan sampai keblabasan yang akhirnya hamil 
di luar nikah. Sehingga  terpaksa harus menikah dalam keadaan belum matang jiwa dan  
raganya 
 
Kata Kunci : Al-Maslahah, Perma No. 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, dan 







Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam disertasi ini berpedoman pada SKB 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 
0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya 





























No Huruf Arab Huruf Latin No Huruf Arab 
Huruf 
Latin 
 Dl ض 15  ا 1
 Th ط B 16 ب 2
 Zh ظ T 17 ت 3
 a, „i, „u„ ع Ts 18 ث 4
 Gh غ J 19 ج 5
 F ف H 20 ح 6
 Q ق Kh 21 خ 7
 K ك D 22 د 8
 L ل Dz 23 ذ 9
 M م R 24 ر 11
 N ن Z 25 ز 11
 W و S 26 س 12
 H ه Sy 27 ش 13
 Y ي Sh 28 ص 14
Tanda Nama Huruf Latin 
 Fathah A اَ 
 Kasrah I اِ 
 Dhammah U اُ 
 Fathah dan Ya Ai اَيْ 




Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan penguasa 
alam yang menguasai hari pembalasan dan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik 
dan juga hidayahnya dalam langkah-langkah kecil kehidupan penulis selama ini. Rabblah 
yang senantiasa memberikan ketenangan, kemudahan dan kekuatan yang tidak terbatas, 
Sehingga dengan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan 
Al-Maslahah Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan 
Perkawinan Anak. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang 
penuh kemuliaan. 
Rasa syukur yang dalam teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 
peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Karenanya, di dalam kesempatan ini peneliti 
mengucapkan terimakasih sebanyak- banyaknya kepada: 
1. Yang terhormat, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo 
Semarang beserta staf dan jajaranya yang telah memberikan restu peneliti untuk 
menimba ilmu dan menyelesaikan karya ilmiah ini. 
2. Yang terhormat, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, semua dosen dan staf di 
lingkungan Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta 
jajaranya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan karya 
ilmiah ini (Skripsi). 
3. Yang terhormat Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan 
Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan 
Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penelitian ini. 
4. Yang terhormat Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah 
mengarahkan, mengoreksi dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan karya 
ilmiah ini 
5. Yang terhormat, Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 
Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, mendidik, membimbing, dan 
memberikan ilmunya kepada peneliti selama dalam bangku perkuliahan.  
6. Ayahanda tercinta Bapak Suwandi, Ibunda tercinta ibu Sariyem, Suami tercinta 
Slamet Mulyono dan seluruh saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan 
dukungan dan semangat. 
7. Penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, Semoga Allah SWT 




Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai 
imbalan, kecuali do’a semoga Allah selalu membimbingan langkah hidupnya dan 
membalas kebaikanya dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik. 
Skripsi yang kecil ini dibuat dengan usaha maksimal dari keterbatasan 
kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih 
banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penenliti harapkan demi kesempurnaan 
di masa yang akan datang. 
Akhirnya dengan segala kesadaran dan kerendahan hati penulis berharap semoga 
skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada 
umumnya. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya kepadaMUlah kami 
menyembah dan hanya kepadaMUlah kami meminta pertolongan. 
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A. Latar Belakang 
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa artinya 
mengumpulkan saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 
(wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga 
untuk arti akad nikah.
1
   
Ghazaly mengutip komentar Sayyid Sabbiq, yaitu perkawinan 
merupakan salah satu Sunnatullah  yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, 
baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai jalan bagi 
manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya 
setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti 
makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan 
secara anarki tanpa aturan.
2
 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai pasanga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha 
Esa. Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang 
berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah ketuhanan Yang Maha 
Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan 
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 
lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang 
                                                          
1
 Abdurrahman, Ghazali, Fiqh Munakahat,  (Jakarta: Prenada Media, 2006), 7. 
2
 Ibid, 10-11. 
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penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan 
keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan 
pendidikan menjadi hak dan keajiban orang tua.
3
 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapatlah penulis 
simpulkan, bahwasannya beberapa tujuan dari pernikahan adalah untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan yang Maha Esa, menyempurnakan sunnatulah dan memperoleh 
keturunan. Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang 
batasan usia pernikahan, hanya saja Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang 
yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, 
sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nuur Ayat 32: 
اِلِِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم  ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمْن  َ  َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمٰى ِمْنُكْم َوالصَّ
َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ  َْۗ َفْضِلِه   
Wa angkiḥul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā`ikum, 
iy yakụnụ fuqarā`a yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un'alīm 
 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui”.
4
 (QS. an-Nur [24]: 32) 
 
Kata layak (kawin) dipahami oleh ulama dengan makna mampu secara 
mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadist 
Rasulullah SAW, yang menganjurkan bagi para pemuda untuk 
                                                          
3
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 9. 
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melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. As-Sayid 
mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak 
dianggap baligh jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi 
perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan para pengikut Syafi’i 
(Syafi’iyah) berpendapat bahwa anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama 
telah baligh sewaktu berumur 15 tahun. 
5
 
Batas usia pernikahan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang No. 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui menjadi  Undang-
undang No. 16 Tahun 2019 dimana batas usia pernikahan baik laki-laki 
maupun perempuan yang sudah mencapai usia 19 Tahun.  Syarat syarat 
perkawinan termuat dalam Bab II pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang 
Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 
Dalam pasal 6 undang-undang No. 16 Tahun 2019 : 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
tahun harus mendapat izin kedua orag tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orag tua yang telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin 
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ckup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari 
wali, orag yag memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada dalam 
ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau, diantara mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam hukum tempat 
tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
                                                          
5
 As-Sayis, Ali, TafsirAyat Al-Ahkam. Terj. Muhammad Ali Sabiq, 1963, 185. 
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tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 
tersebut dalam pasal (2), (3), dan (4) pasal ini 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku 
sepanjangh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Dalam pasal 7 Undang-ndang No. 16 Tahun 2019 
1. Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 
19 (Sembilan belas) tahun. 
2. Dalam hal terjadi penyimpanagn terhadap ketentuan umur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau 
orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 
dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. 
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai 
yang akan melangsungkan perkawina. 
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 
calon mempelai sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat (3) dan ayat 
(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan sispensasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 
Sementara itu dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian 
besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Agama Islam 
menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh 
seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan 
datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi 
basah. 
Dispensasi Perkawinan adalah Kelonggaran atau keringanan yang 
diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang 
akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon 
pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan 
oleh Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yag berbunyi 
“perkawinan hanya diizinkan apabil pria dan wanita sudah mencapai umur 19 
5 
 
(Sembilan belas) tahun” . Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan 
dilakukan oleh sebagian masyarakat, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara 
yang masuk ke Pengadilan Agama, terdapat sebagian diantara mengajukan 
perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama salah satunya Jawa 
Tengah yang mana angka dispensasi kawin naik menjadi 282,2,  dimana pada 




Ada beberapa Pengadilan Agama yang angka dispensasinya melonjak 
setelah adanya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili 
permohonan dispensasi kawin,  Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal 
ada 99 perkara mengenai dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama 
Ambarawa pada  bulan November 2019 sampai pertengahan Desember sudah 
ada 13 perkara memasuki tahun 2020 bisa mencapai 100 persen,  dari 
sebagian perkara dispensasi tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh  calon 
mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil di luar perkawinan maupun yang 
umurnya belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang bahkan 




Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang terdapat 
dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan yang terdapat dalam pasal 2 bahwa 




                                                          
6
 Pengadilan  Agama Boyolali, https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-pasca-naiknya-
batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-
jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019, diakses jam 09.00 hari rabu 08 April 2020.  
7
 Pengadilan Agama Kendal, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, http://sipp.pa-
kendal.go.id/, diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2020  jam 17:00.  
8
 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 
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a. Kepentingan terbaik bagi anak 
b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak 
c. Penghargaan atas pendapat anak 
d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
e. Non diskriminasi 
f. Kesetaraan gender 
g. Bersamaan didepan hukum  
h. Keadilan 
i. Kemanfaatan 
j. Kepastian hukum   
Kemudian pasal 3 bahwa pedoman mengadili Permohonan Dispensasi 
Kawin bertujuan untuk: 
a) Menerapkan asas bagaimana dimaksud dalam pasal 2  
b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak 
c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan 
perkawinan anak 
d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi 
pengajuan permohonan dispensasi kawin 
e) Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi 
kawin di pengadilan. 
Melihat tujuan adanya PERMA tersebut pada intinya untuk 
mewujudkan kebaikan bersama khususnya bagi rakyat Indonesia. Dalam 
tujuan hukum Islam atau disebut dengan istilah maqasid al-syari’ah, jumhur 
ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya, 
melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik 
syariat itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada 
pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan 
akhirat sekaligus.
9
 Berkaitan dengan ini al-Syatibi menyatakan bahwa: 
10إن وضع الشارع إمنا هو ملصاحل العباد ىف العاجل واْلجل معا.  
                                                          
9
 Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: P.T. Nimas Multima, 1997), 171. 
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“Sesungguhnya Syari’ (Allah) dalam mensyariatkan hukumnya 
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia 
maupun di akhirat secara bersamaan”. 
Dengan demikian mashlahah ini merupakan maslahat yang sejalan 
dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan 
kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui 
bahwa dalam kenyataan jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh 
dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang 
dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. 
Melihat pemaparan mengenai ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 
tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di atas, sekilas 
sejalan dengan konsep al-maslahah. Hal tersebut tentu sangat menarik untuk 
dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat mengkaji lebih 
dalam tentang ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman 
mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang dalam 
rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak  dan relevansinya dengan 
konsep maslahah. Hal itulah yang mendasari penulis untuk mengkaji dan 
menganalisis secara mendalam dengan skripsi yang berjudul, “Tinjauan al-
Maslahah terhadap Ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman 
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang 
Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut 
1. Bagaimana  ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman 
mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua 
dalam mencegah perkawinan anak? 
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2. Bagaimana pandangan al-maslahah terhadap ketentuan PERMA No. 5 
tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin 
terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian: 
Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis 
capai dalam penelitian ini adalah 
a. Untuk mengetahui ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang 
pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung 
jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. 
b. Untuk mengetahui pandangan al-maslahah terhadap ketentuan 
PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan 
dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah 
perkawinan anak. 
2. Kegunaan penelitian: 
a. Secara teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum 
terutama yang berkaitan dengan kekuasaan hakim untuk 
menegakkan hukum dan keadilan sebagai perlindungan anak 
terhadap dispensasi kawin. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang. 
b. Secara praktis 
1) Bagi peneliti 
Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam 
bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dispensasi kawin. 
2) Bagi Pengadilan Agama  
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Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana untuk 
dipertimbangkan bagi para hakim dalam melindungi hak-hak anak 
dalam dispensasi kawin. 
 
D. Telaah Pustaka 
Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar 
penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan 
sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). Berdasarkan penelusuran 
penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap 
relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian 
tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:  
Pertama, Skripsi Irfan Listianto, Dengan judul “Pandangan Hakim 
Tehadap Dispensasi Pernikahan Anak di bawah umur” Tahun 2017.
11
 yang 
menjelaskan bahwa proses yang digunakan dalam menyelesaikan permohonan 
hakim pengadilan menunggu surat permohonan masuk ke Pengadilan Agama 
kemudian diproses dan memutus perkara yang sudah diajukan oleh pemohon. 
Dan dasar yang digunakan oleh hakim adalah dari segi fisik maupun psikis 
dari pihak calon suami. Persamaannya dalam skripsi ini yaitu mengenai kasus 
dispensasi pernikahan anak dibawah umur. Perbedaannya dalam skripsi 
penulis membahas mengenai implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah sedangkan dalam skripsi 
tersebut membahas tentang pandangan hakim terhadanp dispensasi pernikahan 
anak dibawah umur. 
Kedua, skripsi Ambar Suci Wulandari, dengan judul “Dispensasi 
Perkawinan ditinjau dari aspek Yuridis dan Sosiologis”, 2017.
12
 Yang 
membahas tentang bagaimana hakim secara yuridis mengabulkan atau 
                                                          
11
 Irfan Listianto, (skripsi), “Pandangan Hakim Tehadap Dispensasi Pernikahan Anak di 
bawah umur” Tahun 2017, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017 
12
 Ambar Suci Wulandari, (skripsi), “Dispensasi Perkawinan ditinjau dari aspek Yuridis dan 
Sosiologis”, 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. 
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menolak permohonan dispensasi sesuai dengan bukti atau alasan-alasan yang 
kuat karena hakim lebih mempertimbangkan mashlahahnya. Ditinjau dari 
sosiologis dispensasi nikah ini sering terjadi dikarenakan adanya desakan dari 
masyarakat, lalu dikhawatirkannya apabila terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan yang akan meresahkan masyarakat. Persamaannya dengan skripsi 
ini adalah mengenai dispensasi nikah anak dibawah umur. Perbedaannya 
dengan skripsi penulis adalah implementasi dispensasi nikah anak dibawah 
umur sedangkan skripsi ini tertuju kepada pandangan sosiologis dan yuridis. 
Keiga, Skripsi Muhamad Masngudi, dengan judul “Pernikahan usia 
dini;factor dan implikasinya perspektif hukum islam” 2017.
13
  Membahas 
tentang pernikahan usia dini di Desa Ngroho yang faktornya dari pendidikan 
juga perlakuan orang tua terhadap anaknya juga pergaulan, padahal sudah 
dijelaskan dalam kaidah fikih bahwasanya ‟Dar‟ul mafasid muqoddamun ala 
jalbil masholih”, artinya mencegah/menghindari resiko (mudhorot) praktik 
pernikahan dini harus didahulukan dari pada upaya mencari kebaikan 
(maslahah) dari pernikahan tersebut. 
Keempat, Skripsi Arif Rahman, dengan judul “dispensasi nikah anak 
di bawah umur (analisis penetapan perkara nomor: 
124/PDT.P/2010/PA.SRG.di Pengadilan Agama Serang)” skripsi ini 
membahas tentang bagaimana prosedur Dispensasi nikah dan posisi kasus, 
dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
dispensasi adalah denga bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon. Majelis haim 
juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum islam. Bahwanya majelis 
hakim telah menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda untuk 
menunggu cukup umur (19) tahun, akan tetapi tidak berhasil. Majelis hakim 
memandang mereka patut dinikahkan jika dilihat dari bukti-bukti da dalil-dalil 
                                                          
13
 Muhamad Masngudi, (skripsi), “Pernikahan usia dini; factor dan impikasinya perspektif 
hukum islam” 2017, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017. 
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pemohon untuk menghindari dari perbuatan tercela dan melanggar agama 
dimana keduanya sering bersama.
14
 
Kelima, Ulin Nikmatul Badriyah, dengan judul, “Permohonan 
Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali”, Membahas tentang 
bagaimana Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tanpa orang tua wali 
adalah pemohon mampu mendatangkan ayah kandung dari calon istri dan di 
dalam keterangannya, ayah kandung calon istri tersebut rela anaknya dinikah 
oleh laki-laki pilihan anaknya da orang tua calon istri siap menjadi wali nikah 
bagi pernikahan anaknya. Siapapun dapat menjadi saksi dalam pernikahan 
asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undag-undang 
perkawinan seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu 
ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
15
 
Perbedaanya penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tanggung 
jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan dibawah umur sebagaimana 
banyak juga problematika-problematika dispensasi nikah yang terjadi di 
Masyarakat yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara dispensasi nikah. 
 
E. Metode penelitian 
Metode penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang 
digunakan dalam proses penelitian. Metode memakai persyaratan yang ketat 
untuk memberikan penafsiran dan bimbingan yang cermat dan teliti dan 
syarat-syarat tersebut dituntut untuk memperoleh ketetpan dan kebenaran. 
Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
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 Arif Rahaman, “dispensasi nikah anak di bawah umur (analisis penetapan perkara nomor: 
124/PDT.P/2010/PA.SRG.di Pengadilan Agama Serang)”, Fakultas Syariah da Hukum UIN Syarif 
Hidayatulah Jakarta, 2011 
15
 Ulin Nikmatul Badriyah, dengan judul, “Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua 




1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 
yakni penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan 
yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, pandangan pendapat 
para ahli dan menguraikan dalam skripsi atau karya penelitian ilmiah, 
tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normative itu dalam 
rangka mengolah dan menganalisis data-data yang disajikan sebagai 
pembahasan.  
 
2. Sumber data dan Bahan Hukum 
Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data 
sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam 
memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data 
sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 
diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.
16
 Yaitu data-data 
kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. 
Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: perundang-undangan, 
buku-buku, karangan ilmiah, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan 
dengan masalah yang diajukan. Antara lain: 
a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi pokok kajian 
dalam skripsi ini, yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 
1974 Tentang Perkawinan. 
                                                          
16
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, Cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 3.  
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b) Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, 
makalah dan tulisan yang terkait. 
c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan ang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan tehadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dan lain sebagainya. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data 
yang diperlukan, relevan serta dapat memberikan gambaran dari aspek 
yang akan diteliti baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. 
Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penelitian pustaka yang 
dilakukan dengan mencari data-data lewat buku-buku atau jurnal. Karena 
sifat dari penelitian ini adalah library research, maka metode 
pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu 
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
17
 Dalam 
melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa 
berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.
18
 Di antaranya dokumen 
yang penulis gunakan adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang 
No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 
1974 Tentang Perkawinan.  
 
4. Analisis Data 
Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 
pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 
                                                          
17
 Husaini Usman, Metodologi penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73. 
18
 Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 70 
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memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan 
dan mendukung pembuatan keputusan.
19
Analisis data dilakukan secara 
Kualitatif. Data yang diperoleh dengan metode Induktif, kemudian 
digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif 
berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun. 
Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan 
analisis terhadap ketentuan perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman 
mengadili permohonan dispensasi kawin kaitannya dengan undang-
undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas undag-undang no. 1 tahun 1974 
serta pandangan al-maslahah terhadap ketentuan perma No. 5 tahun 2019 
tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 3 Point 
C Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Perkawinan 
Anak). 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan 
sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Di bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II : DISPENSASI KAWIN DAN MASLAHAH MURSALAH 
Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang dispensasi 
kawin maslahah mursalah yang akan dibagi menjadi dua sub 
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 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253. 
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pembahasan. Pertama, pembahasan tentang  dispensasi 
perkawinan yang terdiri dari; Pengertian Perkawinan, Hukum 
Perkawinan, Tujuan dan Fungsi Perkawinan, rukun dan syarat 
perkawinan, batas usia perkawinan dalam Islam, Pengertian 
dispensasi kawin, dasar dibolehkannya dispensasi kawin, dan 
fakor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. 
Kedua, pembahasan tentang maslahah mursalah yang terdiri 
dari: Pengertian Maslahah Mursalah, Macam-Macam 
Maslahah dan Syarat berhujjah dengan Maslahah Mursalah.  
BAB III : KETENTUAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI 
KAWIN DAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 
TENTANG PERKAWINAN. 
Dalam bab ini menguraikan tentang ketentuan PERMA No. 5 
tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan 
dispensasi kawin dan batas usia kawin dalam Undang-Undang 
No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab ini akan penulis 
bagi menjadi dua sub pembahasan. Pertama, pembahasan 
tentang sejarah lahirnya latar belakang lahirnya PERMA No. 
5 tahun 2019, dan tanggung jawab orang tua dalam 
pencegahan perkawinan anak  dalam PERMA No. 5 tahun 
2019. Kedua, pembahasan tentang pembentukan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta batas 
usia minimal kawin dalam dalam Undang-Undang No. 16 
16 
 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
BAB IV : ANALISIS PROBLEMATIKA KETENTUAN PERMA 
NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI 
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN KAITANNYA 
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 
1974 TENTANG PERKAWINAN. 
Bab ini penulis menjelaskan analisis problematika ketentuan 
perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili 
permohonan dispensasi kawin kaitannya dengan undang-
undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no. 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pandangan al-maslahah 
terhadap ketentuan perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman 
mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 3 Point C 
Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan 
Perkawinan Anak).  
BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisi bab sebelumnya 











A. Dispensasi Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut  bahasa 
berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 
suami isteri. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti 
mengumpulkan, saling memasukkan atau wathi atau bersetubuh.
20
 
Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan (satu 




Berdasarkan pasal 1  Undang-undang Perkawinan No.16 
Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
22
 
Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan 
adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidan) untuk mentaati 
perintah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
23
 
Ahmad Rofiq mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah 
semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan 
tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling 
cocok antara paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan 
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biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat 
tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai 
akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mi>s\a>qan 
gali>d\an) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah (Ps. 2 KHI).
24
 
Kata mi>s\a>qan gali>d\an ini ditarik dari firman Allah SWT. 
yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 21: 
ْيثَاقًاَغِلْيظًا  وََكْيَف تَْاُخُذْونَُه َوَقْد اَْفٰضى بَ ْعُضُكْم ِاٰٰل بَ ْعٍض وَّ َاَخْذَن ِمْنُكْم مِّ
Wakayfa ta/khudzuunahu waqad afdaa ba’dhukum ilaa ba’dhin wa 
akhadzna minkum miitsaaqan ghaliizhaan 
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu 
berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul 
(bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan 
mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan)”.
25
 (Q.S. An-
Nisa’ [4]: 21) 
 
Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu 
melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam 
wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. 
Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara 
perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia 
maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan 
terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan 
lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan 
masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam 
mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. 
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Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap 
kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, 




2. Hukum Perkawinan 
Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan 
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran 
kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yeng 
berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.
27
 Ulama Syafi’iyah 
mengatkan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada 
yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh. 
Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa 
hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak 
dipengaruhi pendapat Ulama Syafi’iyah.
28
 Oleh karena itu, meskipun 
perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut ah}kam 
al-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: 
a. Wajib 
Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 
kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada 
perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan 
pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan 
pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri 
untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus 
dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, 
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maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak 




Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak 
mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab 
untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, 
sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan 
dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi 
orang tersebut adalah haram.
30
Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah 
ayat 195: 
بُّ  َ   ِإنَّ اللََّه ُيُِ َ   َوَأْحِسُنوا  ْهُلَكِة  َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اللَِّه َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَٰل الت َّ
 اْلُمْحِسِننيَ 
Wa anfiqụ fī sabīlillāhi wa lā tulqụ bi`aidīkum ilat tahlukati wa 
aḥsinụ, innallāha yuḥibbul-muḥsinīn 
 
 
Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
31
(QS. 
al-Baqarah [2]: 195) 
 
Sedangkan pernikahan yang diharamkan, yaitu:
32
 
a) Nikah Mut’ah yaitu: Pernikahan yang biasanya untuk masa 
tertentu, pernikahan terputus atau berakhir tanpa adanya proses 
perceraian. 
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b) Nikah Tahlil yaitu: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan 
orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali 
kepada istrinya dengan nikah baru. 
c) Nikah Syighar, yaitu : Nikah dengan sejumlah kompensasi 
tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau 
budak perempuannya. 
c. Sunnah 
Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai 
kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, 
tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan tidak berbuat zina, 
maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah 
sunnah.
33
 Alasan menetapkan hukum Sunnah itu dari anjuran al-
Qur’an surat an-Nur ayat 32: 
اِلِِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم  ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء  َ  َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمٰى ِمْنُكْم َوالصَّ
َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ  َْۗ يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه   
Wa angkiḥul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa 
imā`ikum, iy yakụnụ fuqarā`a yugnihimullāhu min faḍlih, 
wallāhu wāsi'un 'alīm 
 
 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orangorang yang layak (berkawin) dari 
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba 
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui”.
34
 (QS. an-Nur [24]: 32) 
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Menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk 
menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir 
berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak 
mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban 
suami-istri dengan baik.
35
 Sebagimana firman Allah dalam surat 
an-Nur ayat 33:  
ٰ يُ ْغِنيَ ُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه  ُدوَن ِنَكاًحا َحَّتَّ َْۗ َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن ََل َيَِ  
Walyasta'fifillażīna lā yajidụna nikāḥan ḥattā yugniyahumullāhu 
min faḍlih 
 
Artinya; “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 
menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan 
mereka dengan karunia-Nya.”
36
(QS. an-Nur [24]: 33) 
 
e. Mubah 
Yaitu bagi orang-orang tidak berhalangan untuk nikah dan 
dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum 
wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. 
Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, 
menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan 
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3. Tujuan dan Fungsi Perkawinan 
Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 
membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 
dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, 
agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang 
bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.
38
 
Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut: 
a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan; 
b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 
c. Memperoleh keturunan yang sah; 
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki 
penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab; 
e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 
(keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (Q.S. 
ar-Rum ayat 21); 
f. Ikatan perkawinan sebagai mi>s\a>qan gali>d\an sekaligus 
menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan 
membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam. 
Eksistensi sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah 
sistem keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur 
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masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan/pernikahan terdiri 
dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Lebih tegasnya, keluarga 
merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas 
manusia agar memiliki moral dan akhlak mulia. Maka disinilah 
keluarga sangat besar peranannya untuk mencapai harapan tersebut. 
Dari sinilah fungsi dari sebuah keluarga adalah sebagai berikut:
39
 
a. Fungsi pengaturan sosial 
Salah satu tujuan pembentukan pernikahan dan keluarga 
adalah tersalurkannya kebutuhan seksual bagi individu. Dengan 
fungsi ini. Diharapkan individu akan mendapatkan kebahagiaan 
dan kesejahteraan hidup. 
b. Fungsi reproduksi 
Fungsi reproduksi yang dimaksud di sini adalah fungsi 
mengebangkan keturunan atau regenerasi. Dalam bahasa lainnya 
adalah melanjutkan keturunan. 
c. Fungsi perlindungan dan pemeliharaan 
Maksud dari pada fungsi ini adalah terdapatnya fungsi 
perlindungan dan pemeliharaan terhadap anggota keluarga baik 
pemeliharaan secara jasmani seperti sandang, pangan, dan papan 
maupun secara rohai yaitu berkaitan dengan psikologis keluarga.  
d. Fungsi  pendidikan 
Dalam kehidupan berkeluarga hendaknya terdapat fungsi 
pendidikan dan pembelajaran yang baik bagi anggota keluarganya. 
Hal ini dikarenakan keluarga merupakan tempat yang pertama kali 
menyambut keberadaan anggota keluarganya. Dengan fungsi 
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pendidikan dalam keluarga yang baik akan melahirkan potensi-
potensi diri yang berkarakter dan berprilaku yang positif. 
e. Fungsi sosialisasi 
Keluarga dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan 
interaksi sehingga anak dan anggota keluarga bisa berkembang dan 
bersosialisasi diri. Fungsi sosialisasi ini sangat penting bagi sebuah 
keluarga karena dapat memberikan support bagi anggota 
keluarganya untuk lebih maju dan berkembang serta beraktualisasi 
diri. 
f. Fungsi afeksi dan rekreasi 
Sebagai makhluk sosial membutuhkan akan kasih dan 
sayang, dengan kasih sayang yang cukup maka akan mengantarkan 
kepada kepribadian yang baik. 
g. Fungsi ekonomi 
Keluarga sebagai penghasil ekonomi akan tercapai jika 
terdapat kerjasama yang baik bagi anggota keluarganya. Demikian 
pula, fungsi ekonomi memiliki peran yang cukup penting bagi 
status sosial sebuah keluarga. 
 
4. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 
dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah 
(perkawinan), dan rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 
Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 
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Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi 
rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha. Jika suatu 
perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan 
tersebut dinamakan fa>sid (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun 
perkawinan disebut ba>t}il (batal).
41
 Menurut jumhur ulama rukun 
perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai 
syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:
42
 
a. Calon Suami, syarat-syaratnya: 
1) Beragama Islam 
2) Laki-laki 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat memberikan persetujuan 
5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 
b. Calon istri, syarat-syaratnya: 
1) Beragama Islam 
2) Perempuan 
3) Jelas Orangnya 
4) Dapat dimintai persetujuannya 
5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 
c. Wali dari mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
1) Laki-laki 
2) Dewasa 
3) Mempunyai hak perwalian 
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
1) Minimal dua orang laki-laki 
2) Hadir dalam ijab qabul 
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3) Dapat mengerti maksud akad 
4) Islam  
5) Dewasa. 
e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 
3) Memakai kata-kata nikah, tazwi>j atau terjemahan dari kedua 
kata tersebut 
4) Antara ijab dan qabul bersambung 
5) Orang yang terkait ijab qabul tidak saling ihram haji atau 
umrah 
6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang 
yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai 
wanita, dan dua orang saksi. 
Sedangkan mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai 
kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila 
tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya 
adalah Q.S. An-Nisa’ ayat 4 dan 24:
43
 
رِيًْْۤئا َْۗ َءَصُد ٰقِتِهنَّ ِِنَْلةً َ  َساَوٰاتُوا النِّ  ْنُه نَ ْفًسا َفُكُلْوُه َهِنيًْْۤئا مَّ فَِاْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َسْيٍءمِّ  
Wa ātun-nisā`a ṣaduqātihinna niḥlah, fa in ṭibna lakum 'an syai`im 
min-hu nafsan fa kulụhu hanī`am marī`ā 
Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 
makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 
sedap lagi baik akibatnya”.
44
 (Q.S. An-Nisa[4]: 4) 
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Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad 




a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal 
(aqil ba>lig).  
b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.  
c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki 
yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada 
istrinya.  
d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang 
adil dan laki-laki Islam merdeka.  
e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak 
calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan 
oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas 
kawin) yang diberikan.  
f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah 
(pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta 
pernikahan).  
g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan 
firman Allah Q.S. Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i’lan an-
nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, 
sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 
Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI 
Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991). 
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5.  Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam 
Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur 
perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan 
usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia 
kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad. Umur tidak 
termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu 
hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun 
masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke 
dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat 
dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur 
merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur 
sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur, sementara anak 
laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam 
tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur 




Persyaratan umum pernikahan yang lazim dikenal adalah 
sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan 
yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk 
menikah. Al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 6 menggambarkan sampainya 




Kata bulug al-nika>h dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para 
ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut 
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pandang masing-masing. Pertama, di tafsirkan sebagai kecerdasan 
karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada 
sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan 
bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah 
mukalaf. Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia 
sebelum balig dipraktekkan oleh Rasulullah saw., dengan menikahi 




Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa 
tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun 
secara pasti yang disepakati adalah adanya ih}tila>m bagi laki-laki, 
yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan 




ْن  ِم َن  ي لَِّذ ا َن  َذ ْأ َت ْس ا ا  َم وا َك ُن ِذ ْأ َت ْس َي ْل  َ ف َم  ِْلُُل ا ُم  ُك ْن ِم ُل  ا َف ْْلَْط ا َغ  َل  َ ب ا  َذ ِإ َو
مٌ  ي ِك َح ٌم  ي ِل َع لَُّه  ل َوا   َْۗ ِه  ِت ا َي آ ْم  ُك َل لَُّه  ل ا  ُ نيِّ  َ ب  ُ ي َك  ِل ذَٰ َك     َ ْم  ِه ِل ْب  َ  ق
 
Wa iżā balagal-aṭfālu mingkumul-ḥuluma falyasta`żinụ 
kamasta`żanallażīna ming qablihim, każālika yubayyinullāhu lakum 
āyātih, wallāhu 'alīmun ḥakīm 
 
 
Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka 
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang 
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan 
ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana”.
50
(QS. an-Nur [24]; 59). 
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Adapun tanda baligh seorang laki-laki dan perempuan 
sebagaimana pendapat  Syaikh Salim bin Sumair al-Hadlrami dalam 
kitab Safinatun Najah sebagai berikut:  
ْحِتََلُم  )فصل( َعََلَماُت البُ ُلوِغ َثََلٌث : ََتَاُم ََخَْس َعَشرََة َسَنًه ِف الذََّكِر َواْْلُنْ َثى ، َواَْلِ
 .ِف الذََّكِر َواْْلُنْ َثى لِِتْسِع ِسِننْيَ ، َواِْلَْيِض ِف اْْلُنْ َثى لِِتْسِع ِسِننَي.51 
“(Fasal) Tanda-tanda baligh ada tiga; sempurnanya umur 
lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluar mani bagi 
laki-laki dan perempuan yang sudah berumur sembilan tahun, haid 
bagi perempuan yang berumur sembilan tahun”. 
 
Selain diketahui dengan kedua tanda tersebut, baligh juga 
dapat diketahui dengan batasan usia. Artinya apabila tidak ditemukan 
tanda-tanda baligh secara fisik pada diri seorang anak, maka dapat 
disandarkan pada batasan usia yang pada hal ini ulama memiliki 
berbagai versi pendapat, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad 
Jawad Mughniyah berikut ini. 
وقال الشافعية واِلنابلة: إن البلوغ بالسن يتحقق خبمس عشرة سنة ِف الغَلم واجلارية. 
وقال املالكية: سبع عشرة سنة فيهما. وقال اِلنفبة مثان عشرة ِف الغَلم, وسبع عشرة 
52.ِف اجلارية. وقال اإلمامية: َخس عشرة ِف الغَلم وتسع ِف اجلارية  
Pada penggalan keterangan dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala al-
Madzahib al-Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, 
dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama 
Syafi’iyyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-
laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki 
dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk 
laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah 
mengatakan 15 tahun untuk lakilaki dan 9 tahun untuk perempuan. 
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6. Pengertian Dispensasi Kawin 
Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami 
dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah dalam kamus besar bahasa 
Indonesia arti dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan 
umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari sesuatu 
kewajiban atau larangan menyatakan bahwa suatu peraturan 
perundang-undagan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.
53
 
Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon laki-
laki ataupun perempuannya masih dibawah umur dan belum 
diperbolehkan untuk dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54
 
Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang 
dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan 
pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan 




Hal senada juga disampaikan C.S.T Kansil dan Cristine S.T 
Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan 
bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus 
yang diajukan oleh seorang Pemohon.
56
 
Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang 
berjudul “Kamus Hukum” makna dispensasi menyatakaan bahwa 
penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, 
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seiring dengan itu menurut Roihanb A. Rasyid makna dispensasi 
merupakan pemberiann izin oleh Pengadilan Agama kepada calon 
mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan 
bagi pria dan wanita yang umurnya belum mencapai 19 tahun, 
dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua 
kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.
57
 
Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 
Undang-undang  No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang  No. 16 tahun 2019 perubahan atas 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya 
penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah 
ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pihak pria dan wanita sudah 
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, jika laki-
laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun 
hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan 
penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah 
memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap 
dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara 
tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat 
dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk 






                                                          
57
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7. Dasar dibolehkannya Dispensasi Kawin 
Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan 
penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. 
Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang 
menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ketentuan umur 
sebagamana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 
orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan 




Di dalam Undang- Undang Perkawinan, selain dispensasi 
perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada 
hal- hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama 
tentang penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan. 
Keadaankeadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur 
dalam pasal 6 Undang- Undang Perkawinan, antara lain: 
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orag tua. 
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orag tua yang telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. 
Maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ckup diperoleh dari 
orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu 
menyatakan kehendaknya. 
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin 
diperoleh dari wali, orag yag memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 
kehendaknya. 
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(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada 
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau, 
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan 
dalam hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal 
(2), (3), dan (4) pasal ini 
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku 
sepanjangh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga 
menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki- 
laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) 
tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin kedua orang tua 
merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran 
kedewasaan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) 
adalah apabila seseorang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun. 
Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap 
belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam 
malakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan 
perkawinan. 
 
8. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur 
Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi 
khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan Ibarat sebuah rumah, 
cinta memang bisa menjadi pondasi, namun sebuah rumah tentunya 
membutuhkan tiang, dinding, atap, dan segala perlengkapannya agar 
bisa disebut dengan rumah. pernikahan dini yang dipaksakan tanpa 
persiapan layaknya pasangan nikah dini, akan cepat bubar. Sebab-




Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga 
yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang 
tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang 
dianggap mampu. Paradigma atau pandangan masyarakat yang 
menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka akan 
sedikit mengurangi masalah dan beban keluarga terutama dalam 
segi ekonomi juga mendorong terjadinya pernikahan dibawah 
umur, yang pada kenyataanya adalah dengan menikah diusia muda 
akan menimbulkan banyak masalah 
b. Pendidikan 
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang 
tua, anak dan masyarakat atas ketidaktahuan dampak nikah diusia 
muda baik dari segi kesehatan atau segi psikologi yang 
menimbulkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang 
masih dibawah umur. 
c. Faktor Orang Tua 
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya 
berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera 
mengawinkan anaknya. 
d. Media Masa 
Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan 
remaja modern kian Permisif terhadap seks.Sisi dari kemajuan 
zaman dan teknologi informasi yang menjulang langit, justru 
membawa konsekuensi tersendiri. Seiring dengan itu, pengetahuan 
kita tentang hal-hal yang tak masuk akal pun kian muncul ke 
permukaan. Diantaranya, fenomena perkawinan di bawah umur 
(pernikahan dini), ternyata masih marak terjadi. Sebaliknya, boleh 
jadi salah satu pemicu terjadinya nikah di bawah umur justru 
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akibat dari kemajuan zaman dan teknologi media informasi. 
Apapun pemantiknya, nikah di bawah umur adalah fenomena 
sosial budaya yang tidak masuk akal karena pelaku sekaligus 





B. Maslahah Mursalah 
1. Pengertian Maslahah Mursalah 
Sebagai sumber ajaran, al-Qur’an dan Hadits tidak memuat 
secara rinci peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan 
ibadah dan mu’amalah. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar 
permasalahan-permasalahan hukum Islam oleh Allah hanya diberikan 
dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang global. Untuk menghadapi 
tuntutan perkembangan hukum setelah habisnya periode turunya 
wahyu sejauh tidak ada nash yang jelas, dalam penetapan suatu hukum 
diserahkan kepada ijtihad bi al-ra’y para mujtahid. Salah satu bentuk 
ijtihad yang dapat ditempuh yaitu melalui metode maṣlahah 
mursalah.61 
Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan 
keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang 
menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Menurut 
bahasa, kata maṣlahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan 
ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maṣlahah, yang berarati 
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan ataun 
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menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata maṣlahah mursalah 
berasal dari kata ṣaluha, yaṣlahu, ṣalahan صلحا( -يصلح  -)صلح   artinya 
sesuatu yang baik, patut, bermanfaat.
62
 
Sedangkan Al-Mursalah adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il 
madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), 
yaitu رسل , dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga 
menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau 
dalam arti مطلقة(bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila 
dihubungkan dengan mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau 




Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam 
definisi maṣlahah mursalah di antaranya: 
1. Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa maṣlahah 
mursalah adalah:  
: نْيَ ُْرسلُة اْي املطلقُة ىف اصطلِح اَُلُصولِي ِّ
صلحُة امل
َ
ارُِع  امل املصلحُة الِِتْ َلَْ َيْشَرِعالشَّ
 ُحْكًما لَِتحقيِقَها وَلْ يَُدلَّ َدليٌل َشْرِعيَّ على اعتبارها اَْو اِْلغاِءها
 
“Maṣlahah Mursalah yaitu maslahah yang dimana syar’i tidak 
mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak 
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2. Menurut Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan 
definisi : 
65املَناِسُب الِذْى َلَيَ ْعَلُم اَنَّ الَشرُِع اْلَغاُه اَِو اْعَتبَ رُُه.  
“Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari’menolaknya 
atau memperhitungkannya” 
 
3. Menurut Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy 
dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, 
mendefinisikan maṣlahah mursalah adalah:  
 احملافظة على مقصود الشارع بدفع املفاسدعن اخلل




Berdasarkan definisi tentang maṣlahah mursalah di atas, jika 
dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat 
dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu 
menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan 
dalam al-Qur’an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk 
kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada 
asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.67 
2. Macam-macam Maslahah Mursalah 
Dari segi pandangan syara’ maslahah dibagi menjadi 3 yaitu: 
a. Mashlahah Mu’tabarah, ialahkemaslahatan yang terdapat nash 
secara tegas menjelaskandan mengakui keberadaannya. Dengan 
kata lain, sepertidisebutkan oleh Muhammad al-Said Ali 
Abd.Rabuh,kemaslahatan yang diakui oleh syar’i dan terdapat 
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dalilyang jelas untuk memelihara dan melindunginya.
68
Yang 
termasuk ke dalam ke dalam mashlahah iniialah semua 
kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkanoleh nash, seperti 
memelihara Agama, jiwa, keturunan,akal, dan harta benda. Seluruh 
ulama sepakat bahwa semuamaslahat yang dikategorikan kepada 
maslahat mu’tabarahwajib tegakkan dalam kehidupan, karena 




b. Mashlahah Mulgah, ialah mashlahah yang berlawanan dengan 
ketentuan nash. Dengan kata lain, mashlahah yang tertolak karena 
ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan 
ketentuan dalil yang jelas.
70
 
c. Mashlahah Mursalah atau yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu 
apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ 
dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara’ yang 
memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang 
menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan maslahah 
mu’tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat menolak maslahah 
mulghah. Menggunakan metode maslahah mursalah dalam 




Sedangkan ulama ushul membagi mashlahah kepada tiga 
bagian, yaitu: 
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a. Maslahah Dharuriyah, 
Maslahah Dharuriyah ialah kemaslahatan yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh hidup manusia artinya, 
kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan 
prinsip yang lima itu tidak ada.
72
 
Zakariya al-Biri menyebutkan bahwa maslahat daruriyat ini 
merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup 
manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana 
yang besar.Lebih lanjut Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa yang 
termasuk dalam lingkup maslahat daruriyat ini ada lima macam 
yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. Umumnya para pakar ushul fiqh sepakat 
bahwa lima aspek tersebut merupakan maslahat yang paling asasi. 




b. Mashlahah Hajiyat 
Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat 
dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 
menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancam eksis aspek 
hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak 




c. Mashlahah Tahsiniyah 
Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang 
sifatnyapelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi 
                                                          
72
Ibid, hlm. 371.  
73
 Zakariyaa al-Biri, Masadir al-Ahkam al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Ittihad Littba’ah, 1975), 
hlm. 124. 
74




kemaslahatansebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan 
makanan yang bergizi,berpakaian yang bagus-bagus, melakukan 
ibadah-ibadah sunnah sebagaiamalan-amalan dan berbagai jenis 
cara menghilangkan najis dari badanmanusia.
75
 
Pada hakekatnya, baik maslahah dlaruriyat, hajjiyat maupun 
tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan maqasid 
al-syariah, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. 
3. Syarat Berhujahan  dengan Maslahah Mursalah 
Ulama yang berhujjah dengan Maslahah mursalah bersikap 
hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak 
menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan 
kesenangan, selain itu mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang 
mempunyai akses secara umum dan kepentingan secara terbatas, tidak 
terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan 
yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang 
mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan 
kemanfaatan kepada umat dan berfungsi untuk memberikan 
kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan (kerusakan).
76
 
Adapun untuk menjaga kemurnian metode maslahah 
mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua 
dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan 
apa yang terkandung dalam nash (al-Qur’an dan Hadits) baik secara 
tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan 
kepentingan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. 
Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam 
pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi di atas tidak berlaku 
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secara seimbang, maka dalam istinbath hukumnya hanya menjadi 
sangat kaku dan disatu sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. 
Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar 
dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodelogi atau 
aplikasinya. 
Adapun menurut pandangan ulama yang menjadi syarat 
maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum diantaranya adalah: 
a. Menurut Al-Syathibi 
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan 
hukum Islam bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa 
yang ada dalam ketentuan syar’i, yang secara ushul dan furu’iyah 
tidak bertentangan dengan nash. Kemaslahatan hanya dapat 
dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial 
(muamalat) di mana dalam bidang ini menerima terhadap 
rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Bidang ibadah 
karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam nash. 
Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-
aspek daruriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah. Metode adalah sebagai 
langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek 
kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial masyarakat 
sesuai firman Allah dalam QS. Al-Hajj: 78 
يِن ِمْن َحرٍَج  َ  َوَجاِهُدوا ِف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه    َ  ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ
Wa jāhidụ fillāhi ḥaqqa jihādih, huwajtabākum wa mā ja'ala 
'alaikum fid-dīni min ḥaraj 
 
Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 
sebenar- benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-
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kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan….” (QS. al-Hajj [22]: 78)
77
 
b. Menurut Al-Ghazali 
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan 
hukum Islam bila: 
1) Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’.  
2) Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash 
syara’ (al-Qur’an dan Hadits).  
3) Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzarury atau 
suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum 
masyarakat. 
c. Menurut jumhur ulama 
Menurut jumhur ulama maslahah mursalah dapat dijadikan 
sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a) Maslahah tersebut hasruslah merupakan suatu kemasalahatan 
yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat 
dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini nialah 
untuk membutikan bahwa pembentukan hukum pada suatu 
kasus mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. 
b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, 
bukan kemaslahatan pribadi untuk membuktikan bahwa 
pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan 
manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya 
dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatn individu atau 
sejumlah perseorangan yang merupakan mayoritas ummat 
manusia. 
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c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau 
prinsip yang berdasrkan nash (al-Qur’an dan Hadits) dan ijma’ 
secara dzahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu 
kemaslahatan yang kontraduktif dengan nash.
78
 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa 
maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat 
dialokasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat 
seperti yang disebutkan di atas. 
Lebih lanjut dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum 
ilmiah dan obyektif, menurut Syahrur tidak boleh ada keterkaitan 
dengan pemikiran masa lalu, oleh karena itu seseorang yang 
melakukan pengkajian terhadap hukum harus berpijak dari dugaan (al-
wahm) terutama jika tema kajiannya berupa nash agama atau 
sejenisnya. Maka untuk membangun hukum-hukum berdasarkan 
kepastian, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan tujuan-tujuan syariat 
(maqaṣid syari’ah) dan kemaslahatan sebagai dasar bagi pertumbuhan 
hukum. Karena ia akan lebih memperhatikan pada situasi riil yang 
terjadi, baik dalam konteks sejarah saat al-Qur’an diturunkan maupun 
dalam konteks sekarang. 
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PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN UU NO. 16 TAHUN 2019 
 
A. KETENTUAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI 
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN KEWAJIBAN ORANG TUA 
DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 
1. Dibentuknya PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili 
Permohonan Dispensasi Kawin 
Perkawinan yang sejatinya hanya diizinkan bagi mereka yang telah 
memenuhi batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 7 
Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, orang yang diizinkan utuk menikah adalah 
seseorang yang sudah mencapai 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, adapun 
usia dibawah usia tersebut dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama dengan 
bantuan atau permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang 
belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang.79 
Permohonan dispensasi kawin termasuk dalam perkara voluntair 
(permohonan). Menurut Yahya Harahap perkara pemohonan yaitu permasalahan 
perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau 
kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
80
 Pada prinspnya 
pengadilan berwenang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi yang 
hendak melangsungkan perkawinan sebelum batasan usia tersebut terpenuhi (anak) 
sesuai arahan dan aturan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang baru ini mengalami perubahan ke dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2019 
                                                          
79
 Pasal 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan 
80
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan 




tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
berfokus pada aturan permohonan dispensasi kawin. Namun sangat disayangkan 
proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci 
tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Maka tugas dari Mahkamah Agung 




Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman 
(disamping Mahkamah Konstitusi) menganggap bahawa dispensasi kawin yang 
diatur berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai 
dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, 
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 
tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin.
82
 
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3, bahwa tujuan ditebitkannya Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin 
adalah sebagai berikut: 
a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; 
b. Menjamin pelaksanan system peradilan yang meindungi hak anak; 
c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan 
Anak; 
d. Mengidentifiksi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan 
permohonan Dispensasi Kawin; dan 
e. Mewujudkan standarisasi proses permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. 
Peraturan Mahkamah Agung ini telah menetapkan beberapa konsep dasar 
hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana tidak pernah 
ditetapkan sebelumnya, atau Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi dasar pokok 
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perubahan substansi Perma ini. Dimana dalam perma ini membahas prosedur perkara 
dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan peradilan agama dan peradilan 
umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan upaya hukum.. 
Pertama, secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi 
kawin dengan satu Hakim (hakim tunggal). Penerapan hakim tunggal sudah terbiasa 
dilakukan dalam perkara volunter atau permohonan di lingkungan peradilan umum, 
sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan 
oleh Majelis Hakim meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Kedua, 
secara substansial Perma ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin 
dilakukan secara komprehensip. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan 
berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor 
kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya 
kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Sehingga permohonan dispensasi nikah ini tidak 
terkesan ‘mudah’ dalam perizinannya dengan pertimbangan dalil yang statis 
“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.  
2. Persyaratan Administrasi dan Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi 
Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 
Peromohonan Dispensasi Kawin 
Menurut pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas 
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin 
merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur 
perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat 
alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai 
bukti-bukti pendukung yang cukup. 
Dalam pejelasan pasal tersebut, kata "penyimpangan" mengandung makna 
bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan 
dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai, 
apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun 




dispensasi kawin harus menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menggambarkan 
tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan 
perkawinan.  
Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga 
pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap 
memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan usia bagi laki-laki dan 
perempuan dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit 
Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 
Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. 
Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh 
Pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut 
dalam pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan 
Dispensasi Kawin dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang 
Perkawinan adalah sebagai berikut:
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1) Surat permohanan; 
2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali; 
3) Fotokopi kartu keluarga; 
4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran 
anak; 
5) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran 
calon suami atau isteri; dan 
6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih 
sekolah dari sekolah anak. 
Syarat administrasi tersebut masih bersifat opsional. Artinya jika persyaratan 
diatas tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang pada 
intinya dokumen tersebut harus menunjukan identitas dan status pendidikan Anak 
dan identitas Orangtua/Wali. 
Selanjutnya berdasarkan pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang didudukkan sebagai 
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Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk 
mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang 
dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu 
kandung. Jika orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin 
tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki 
kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua 
telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan 
diajukan oleh salah satu orang tua. Jika keduanya sudah meninggal dunia, maka 
permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak. Orang tua atau 




Adapun dalam hal perbedaan Agama antara Anak dan Orang tua/Wali, 
menurut pasal 7 dan 8 Perma No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 
Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan dispensasi kawin diajukan 
kepada Pengadilan sesuai agama Anak. Artinya apabila Anak tersebut beragama 
Islam, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama dan 
apabila Anak tersebut beragama non-Islam, maka perkara dispensasi nikah menjadi 
kewenangan Absolute Pengadilan Umum. Namun keweangan Absolute ini berjalan 
dengan kewenangan relatifnya dimana perkara ini akan diajukan ke pengadilan yang 
sama berdasarkan dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau istri.
85
 
Adapun prosedur permohonan Disepensasi Kawin diawali dengan 
permohonan tertulis pemohon kepada Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut 
dan relative pemohon. Kemudian panitera memeriksa syarat administrasi dan 
pengajuan permohonan dispensaasi kawin. Jika persyaratan sepenuhnya belum 
terpenuhi, maka panitera mengembalikan surat permohonan untuk dilengkapi 
terlebih dahulu, namun jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka permohonan 
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dilanjutkan dan didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara atau 




3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, 
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu  setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.  
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 
angka 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga merupakan 
lingkungan pertama yang menentukan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, 
orangtua memegang peranan penting sehingga ada kewajiban orangtua terhadap anak 
yang harus dilakukan untuk menjamin anak selalu sehat, baik secara fisik maupun 
mental. 
Terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dinyatakan 
dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut:
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(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :  
a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya; dan 
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c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan 
d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 
Anak. 
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena 
suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
B. BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 
TENTANG PERKAWINAN 
1. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan undang-
undang tersebut diawali oleh permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan 
Rasminah melalui kuasanya yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian 
Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng 
Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi 
Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu 
Wagiman, S.H. Permohonan ini diajukan oleh para pemohon pada tanggal 20 April 
2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta 
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku 








Alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) 
sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” adalah demi pengakuan,  perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta 
memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun 
perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Karena menurut pemohon 
ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan bahwa negara masih 
memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang 
mengakibatkan jaminan hak Konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon 
untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Padahal 
dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “bahwa segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 
hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”. Dengan begitu perbedaan ketentuan 
usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan 
wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum 
antara laki-laki dan perempuan.
89
 
Menurut para pemohon  pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada 
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang 
jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa 
perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian 
sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo dimana usia 16 tahun seorang anak 
perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya 
perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga pembedaan usia tersebut 
dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.
90
 
Selain hal di atas ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara 
langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga dimana 
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perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia 
anak (19 tahun). Hal ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di 
bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, 
sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. 
Padahal hal-hal anak yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk 
tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya bersifat fundamental 
dan dijamin oleh UUD 1945.
91
 
Dalam segi medis, Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 
18 (delapan belas)] sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam 
masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya 
juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu 
dan janin. Hal ini mengakibatkan  resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, 
karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun 
beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan 
yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.
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Begitu juga dalam masalah pendidikan, ketentuan pasal 7 ayat (1) UU 
Perkawinan menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap 
anak perempuan dalam Hak Pendidikan. Hal ini karena dalam Sistem pendidikan 
nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak 
perempuan dilakukan pada usia 16 tahun, maka anak perempuan tidak dapat 
menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi 




Disamping hal di atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 
menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak 
perempuan dalam resiko eksploitasi  anak. Hal ini dinyatakan  dalam Pasal 26 ayat (1) 
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Orang tua 
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berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada 
usia anak-anak. Dengan begitu, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap 
UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat 
(2) UUD 1945. Dalam ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah 
perkawinan anak, namun hadirnya pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah membuka 
ruang eksploitasi pada anak. Selanjutnya pada saat perkawinan telah  terjadi, 
perkawinan anak membuka potensi  adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 




Kemudian Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal 
konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat undang-undang 
yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka 
Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan 
undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Setelah melakukan 
proses persidangan atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia  pada tanggal 13 Desember 2018 mengeluarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara 
pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau 
hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-
hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, 
yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis 
kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."
95
 
Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia 
minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan 
diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga 
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sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah 
menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia 
minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum 
wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam 
amar putusannya Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan para Pemohon 
untuk sebagian dan Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam 
belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; serta memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
96
 
Menindaklanjuti putusan MK tersebut, kelompok masyarakat sipil 
melanjutkan upaya advokasi kepada pembuat kebijakan agar menjalankan amanat 
putusan MK terkait usia perkawinan tersebut. Upaya advokasi saat itu diarahkan 
kepada pemerintah melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak agar dapat menghasilkan draft perubahan UU Perkawinan tahun 1974 yang 
akan dimasukan sebagai RUU inisiatif Pemerintah. Beberapa diskusi yang dilakukan 
dengan KPPA tidak mencapai titik temu bahkan pembahasan justru semakin melebar 
ke pasal-pasal lain yang beresiko dapat ditolak seluruhnya oleh dewan. Maka koalisi 
masyarakat sipil kemudian melobi anggota legislatif perempuan yang ada di dalam 
Badan Legislasi (Baleg) untuk memasukan usulan perubahan UU NO. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan ke dalam Daftar RUU Kumulatif terbuka.
97
 
Dengan dukungan dari 24 (dua puluh empat) orang anggota, maka 
diusulkanlah RUU tersebut untuk dibahas di Baleg, pada pertengahan Agustus 2019. 
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Dalam kesempatan hearing dengan Badan Legislasi, organisasi-organisasi perempuan 
menyatakan pentingnya menindaklanjuti putusan MK tersebut dan mendukung DPR 
untuk mengubah kebijakan terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. 
Sidang Badan Legislasi (Baleg) selanjutnya menyepakati pembentukan Panitia Kerja 
(PANJA) yang bertugas untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Pembentukan 
PANJA merupakan  strategi yang dipilih bersama agar proses pembahasan dapat 
dilakukan lebih cepat jika dibandingkan dengan mengembalikan inisiatif tersebut 
kepada komisi VIII, mengingat pada saat yang bersamaan komisi VIII sedang 
membahas dua RUU lain yang juga tidak kalah pentingnya yatu RUU Pekerja Sosial 
dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual.
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Dalam rapat-rapat PANJA, sempat muncul perdebatan atas batas minimal usia 
perkawinan bagi perempuan. Berbagai usulan diajukan, mulai dari 17 (tujuh belas), 
18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dengan argumennya masing-masing. 
Namun diputuskan kemudian dalam rapat kerja dengan pemerintah pada tanggal 12 
September 2019 bahwa batas minimal usia perkawinan untuk perempuan dan laki-
laki adalah 19 tahun. Dari 10 fraksi di DPR, 8 (delapan) fraksi menyetujui perubahan 




Dalam rapat tersebut PANJA juga berpendapat bahwa RUU tentang 
perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat 
dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat II yakni pengambilan 
keputusan agar RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Kemudian sidang Paripurna DPR senin 16 September 2019 menyetujui 
perubahan Terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perubahan-perubahan 
penting yang dilakukan atas pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 








tersebut di antaranya adalah menaikan batas usia minimal perkawinan yang sama 
antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Selain pasal 7 ayat (1), disepakati 
juga perubahan pada ayat 2, 3 dan 4 pasal yang sama serta penambahan pasal baru 
yang disisipkan diantara pasal 65 dan 66.
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2. Ketentuan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. 
Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara 
mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang 
dianggap dewasa. Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia 
berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya. 
Bicara soal ketentuan batasan usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang 
memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), 
yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur 
perkawinan di Indonesia. 
Batas usia minimal nikah di Indonesia sebelumnya diatur dalam Pasal 7 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan 
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Adanya pembatasan ini 
dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan 
yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan 
membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.
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Akan tetapi setelah Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan, 
terdapat persamaan mengenai batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun 
perempuan. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai 
berikut: 
Pasal 7 
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun 
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti 
pendukung yang cukup. 
(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan 
perkawinan. 
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon 
mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku 
juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 





Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan 
norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. 
Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan 
batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia 
dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan 
agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian 
dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas 
umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan 
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu 
dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan 
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tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses 




















                                                          
103
 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 





ANALISIS TINJAUAN AL-MASLAHAH TERHADAP KETENTUAN PERMA NO. 5 
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI 
KAWIN TERKAIT TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM RANGKA 
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK 
 
A. Analisis Ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili 
Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam 
Mencegah Perkawinan Anak 
Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sudah menjadi 
kodrat manusia untuk saling tertarik antara laki-laki dan perempuan. Agama mengatur 
penyatuan dua hati manusia untuk bersatu dalam bingkai pernikahan. Al-Qur’an juga 
telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan media yang dapat menyatukan manusia. 
Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49 : 
ُرونَ   َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 
Wa ming kulli syai`in khalaqnā zaujaini la'allakum tażakkarụn 
 
Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49) 
Pernikahan juga merupakan amalan yang di sunahkan oleh Nabi Muhammad 
SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad 
SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka 
harus melaksanakan sunah ini (perkawinan). Perkawinan di isyaratkan supaya manusia 
mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan 
akhirat. 
Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keluarga yang sakinah. Untuk 
mewujudkan pernikahan yang membawa kebahagian dan ketenangan tersebut, maka 
diperlukan suatu batasan usia pernikahan. Bicara soal batasan usia menikah, hal ini 




menjelaskan di batasan usia berapa seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan 
pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah 
adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai.
104
 Ketiadaan penentuan batas usia 
nikah ini membuat banyak negara yang berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai 
dengan kondisi masyarakatnya, termasuk Indonesia. 
Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap batas 
usia minimal menikah. Ketentuan tersebut awalnya diatur dalam  Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan 
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Adanya pembatasan ini 
dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang 
dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu 
menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.
105
 
Akan tetapi, dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam hal akan menikah 
lebih awal dari batas usia yang ditentukan, orang tua calon mempelai boleh meminta 
dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang 
cukup. Permohonan dispensasi kawin termasuk dalam perkara voluntair (permohonan). 
Menurut Yahya Harahap perkara pemohonan yaitu permasalahan perdata yang diajukan 
dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri.
106
 Pada prinspnya pengadilan berwenang mengadili 
perkara permohonan dispensasi kawin bagi yang hendak melangsungkan perkawinan 
sebelum batasan usia tersebut terpenuhi (anak) sesuai arahan dan aturan dari Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang baru ini mengalami perubahan 
kedalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
UndangNo. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanyang berfokus pada aturan permohonan 
dispensasi kawin.  
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Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman 
(disamping MahkamahKonstitusi) menganggap bahawa dispensasi kawin yang diatur 
berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai dampak yang 
signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karenaitu, Mahkamah Agung 




Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 bahwa tujuan ditebitkannya Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin adalah 
sebagai berikut: 
a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; 
b. Menjamin pelaksanan system peradilan yang meindungi hak anak; 
c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan 
Anak; 
d. Mengidentifiksi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan 
permohonan Dispensasi Kawin; dan 
e. Mewujudkan standarisasi proses permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. 
Menurut penulis, ketentuan pasal 3 point c di atas tidak sinkron dengan makna 
dispensasi itu sendiri. Dimana menurut Roihan A. Rosyid dispensasi merupakan 
pemberiann izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur 
untuk melangsungkan pernikahan bagi pria dan wanita yang umurnya belum mencapai 19 
tahun. Dengan demikian berarti yang mengajukan dispensasi adalah mereka yang akan 
melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang.  
 Dalam hal ini, dispensasi kawin menurut penulis justru merupakan upaya untuk 
membolehkannya perkawinan anak. Hal tersebut karena dispensasi sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang  No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum 
usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pihak pria dan wanita sudah 
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sehingga adanya dispensasi kawin hemat 
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penulis orang tua mengawinkan anaknya dalam usia anak, karena dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Menurut penulis, ketentuan pasal 7 ayat (2) seolah kembali mematahkan 
ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru 
dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap 
ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah 
umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. 
Oleh karena itu tujuan dari PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili 
permohonan dispensasi kawin dalam pasal 3 point a yakni meningkatkan tanggung jawab 
orang tua dalam pencegahan perkawinan anak sangat tidak sesuai dimasukan dalam 
tujuan dari adanya PERMA tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya regulasi tentang 
dispensasi kawin justru mendorong terjadinya perkawinan anak. Akibatnya, beberapa 
institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang 
tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan 
jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan 
tersebut. 
Ketentuan pada pasal 7 ayat (1) undang undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 
tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
menunjukkan bahwa batas usia perkawinan antara pria dan wanita saat ini telah setara 
yakni 19 tahun. Namun sayangnya, kesempatan mengajukan dispensasi kawin masih 
tertuang dalam Pasal tersebut. Hal ini tentu saja masih memberi celah bagi perkawinan 
anak di bawah umur tanpa melihat apa alasan di baliknya. Ditambah lagi dengan adanya 
frasa dalam pasal 7 ayat (2) yakni ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti 
pendukung yang cukup’. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni 
membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap 
mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Akan tetapi, di 
dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat 




diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim 
dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan permohonan dispensasi 
kawin sering kali diterima oleh hakim, akibatnya banyak terjadi praktek perkawinan anak 
di bawah umur yang dilegalkan.  
Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan:
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a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.  
c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 
Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
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Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 
menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran 
anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
110
 Disamping itu, pasal 26 menyebutkan 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak salah satunya adalah untuk 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
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Undang-undang perlindungan anak di atas menunjukkan pentingnya 
mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah karena itu bagian dari haknya 
untuk hidup sakinah mawaddah warahmah pada masa mendatang. Sebagaimana 
dijelaskan dalam firman Allah Swt., surat ar-Rum ayat 21: 
 
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحَةً َ  َوِمْن ا َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِلَك  َ  يَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ ِإنَّ ِف ذَٰ
ُرونَ َ  ََل  يَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ  
 
Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal litaskunū ilaihā wa 
ja'ala bainakum mawaddataw wa raḥmah, inna fī żālika la`āyātil liqaumiy 
yatafakkarụn 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kamu yang berfikir”.
111
(Q.S. Ar-Rum [30]: 21) 
Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri 
agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang 
harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih 
sayang yang nantinya dapat tercipta kualitas anak yang baik. 
Untuk menuju tujuan tersebut salah satunya dengan terwujudnya kematangan bagi 
kedua pasangan, maka jika perkawinan tersebut dilakukan pada usia mudah akan lebih 
susah terwujud. Oleh karena itu Kemampuan fisik dan kematangan jiwa sangat penting 
bagi kedua pasangan suami istri agar mampu menanggung beban tanggung jawab 
keluarga, khususnya tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Rumah tangga yang 
tidak harmonis akan berdampak buruk terhadap pembinaan anak dan hal itu umumnya 
terjadi dalam lingkungan keluarga yang kawin sebelum memiliki kematangan berpikir.  
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B. Pandangan al-Maslahah terhadap Ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait Tanggung Jawab Orang 
Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak 
Al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman umat Islam di dunia selalu mampu 
manjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. 
Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus 
langsung kembali kepada ajaran asli al-Qur’an dan Hadis dengan cara berijtihad 
memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar 
atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang 
dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan 
masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang 
merupakan tujuan syariat Islam.
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Hukum Islam itu harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan, 
perubahan dan pembaharuan hukum seiring dengan perubahan zaman. Sebagaimana 
dalam kaidah Fiqhiyah: 
 تغري الفتوى واختَلفها حبسب تغري اْلزمنة واْلمكنة واْلحوال والعوئد والنيات
“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, 




Begitu juga di Indonesia, hukum ataupun undang-undang tidak luput dari suatu 
perubahan dan pembaharuan. Hal itu dilandasi beberapa faktor berikut: 
1. Untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma di dalam kitab fiqh klasik 
tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum 
dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. 
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga 
perlu adanya hukum yang mengaturnya. 
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum 
Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional. 
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4. Pengaruh para pambaru pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, 
terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi.
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Berkenaan dengan masalah dispensasi kawin di Indonesia, diatur dalam hukum 
positif yang termuat dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas 
undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan hanya diizinkan 
apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal 
terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagamana dimaksud pada ayat (1), 
orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 
pengadilan dengan alasangan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 
cukup. 
Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan  Dispensasi Kawin yang 
salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka 
pencegahan perkawinan anak. Jika  dilihat dari konsep maslahah ketentuan ini berada 
pada tingkat hajiyyah saja, tidak sampai pada tingkatan d}oru>riyyah. Sebab tanpa 
adanya perma tersebut, seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan dibawah batas 
usia kawin yang ditentukan undang-undang. Hanya saja kemungkinan akan menemukan 
beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada 
kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih 
belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai 
menyebabkan hilangnya nyawa. 
Selain untuk mencapai maqasid di atas, pencegahan perkawinan anak juga 
sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan (mafsadat). Hal ini dinyatakan  
dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia 
anak-anak. Dengan begitu, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU 
Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 
1945.  
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Disamping itu perkawinan anak sangat rentan terjadinya perceraian karena 
mereka belum masak jiwa dan raganya, sehingga belum bisa mengatur emosi dan kendali 
diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada masalah rumah tangga akan terjadi 
percekcokan yang bisa jadi berujung pada tindak kekerasan fisik pada pasangannya. 
Maka karena itu sebelum melangsungkan perkawinan baik calon suami ataupun isteri 
hendaknya sudah siap lahir dan batinnya. Supaya ketika ada masalah bisa 
dimusyawarahkan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan dewasa tanpa 
mengedepankan emosi. Dengan demikian tujuan perkawinan akan mudah dicapai tanpa 
berkahir pada perceraian. Adapun perceraian sendiri dalam Islam diperbolehkan tetapi 
hal itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt.  
Begitu juga dalam segi medis, perkawinan anak akan mendatangkan 
kemadlaratan. Dalam hal ini, kehamilan dalam usia anak sangat berisiko tinggi bagi si 
Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, 
sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan 
perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan  resiko kematian 
pada ibu dan anak menjadi tinggi, karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan 
pada usia 15 - 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan 
dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. 
Dalam dunia kesehatan dijelaskan bahwa setiap anak menjelang aqil baligh yang 
pada laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan 
ditandai dengan haid (menstruasi pertama), bukan berarti bahwa anak itu sudah dewasa 
yang siap untuk menikah. Perubahan biologis tersebut merupakan pertanda bahwa proses 
pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk berproduksi 
(hamil dan melahirkan). Persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan jiwa meliputi 
berbagai aspek, yaitu biologis (fisik), mental (psikologis), psikososial dan spiritual.
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Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dapat 
berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain 
beresiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), pendarahan 
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persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga 
terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Persalinan pada ibu di 
bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi 
dan balita. Riset pada tahun 2012 mendapatkan bahwa angka kematian neonatal, 
postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi 
dibandingkan pada usia 20-39 tahun.
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Disamping itu, PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi 
kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, dimana salah satu tujuan 
dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili 
dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, 
hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai 
dengan pedoman yang ada. 
Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-
undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan 
peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya 
pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. Kedudukan peraturan-
peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah 
Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (lex 
specialis). Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat 
oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan 
dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. 
Berdasarkan uraian di atas, salah satu tujuan perma No. 5 tahun 2016 tentang 
pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menurut penulis sebagai upaya untuk 
mencapai kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemadlaratan (mafsadat). Hal ini 
sebagimana kaidah fikih: 
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Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang 
sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila 
berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya 
lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak 
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Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Tinjauan 
al-Maslahah terhadap Ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam 
Rangka Pencegahan Perkawinan Anak, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan 
dispensasi kawin khususnya dalam pasal 3 point c yang berbunyi meningkatkan 
tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak menurut 
penulis kurang sesuai dimasukan dalam salah satu tujuan diterbitkannya  PERMA 
tersebut. Hal tersebut karena adanya regulasi tentang dispensasi kawin justru 
mendorong terjadinya perkawinan anak. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan 
justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak 
di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. 
2. Ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi Kawin (Pasal 3 Point C Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam 
Pencegahan Perkawinan Anak) terlepas dari kurang sesuainya masuk dalam 
tujuan PERMA tersebut telah sejalan dengan konsep maslahah. Akan tetapi 
ketentuan ini berada pada tingkat hajiyyah saja, tidak sampai pada tingkatan 
d}oru>riyyah. Sebab tanpa adanya PERMA tersebut, seseorang tetap bisa 
melangsungkan pernikahan dibawah batas usia kawin yang ditentukan undang-
undang. Hanya saja kemungkinan akan menemukan beberapa kesulitan dalam 
kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang 
berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, 
begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai 
menyebabkan hilangnya nyawa. Disisi lain PERMA tersebut juga sebagai upaya 




proses mengadili permohonan dispensasi kawin dapat berjalan sesuai dengan 
aturan yang berlaku.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam khususnya 
dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
1. Pemerintah khususnya lembaga kehakiman diharapkan memperhatikan tujuan 
dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan.   
2. Bagi Mahkamah Agung, hendaknya memperjelas mengenai kriteria alasan yang 
dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus 
ditunjukkan. 
3. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak-anaknya, jangan 
sampai keblabasan yang akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga  terpaksa harus 
menikah dalam keadaan belum matang jiwa dan  raganya.   
4. Masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran terhadap resiko perkawinan di 
bawah umur. 
 
C. Kata Penutup 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk, hanya karena 
ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai 
persyaratan gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Namun harap untuk 
bisa dimaklumi bahwa al-insanu mahallul khata wa an-nisyan bahwa manusia adalah 
tempat salah dan lupa. Penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak 
mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya 
kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang 
tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada 
siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, 
menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif 




langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang 
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